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ABSTRAK

Permasalahan sengketa konsumen dengan lembaga pembiayaan kerap terjadi,
terutama terkait penarikan kendaraan secara sepihak. Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) hadir sebagai lembaga non-litigasi yang
memberikan solusi cepat dan murah bagi konsumen. Dalam kasus antara
konsumen dengan SMS Finance di Padangsidimpuan, BPSK Medan telah
mengeluarkan Putusan Nomor 053/ARB/2018/BPSK.MDN yang memenangkan
pihak konsumen. Meskipun putusan tersebut bersifat final dan mengikat,
konsumen tetap harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri
Padangsidimpuan karena pelaku usaha tidak melaksanakan putusan secara
sukarela. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana bentuk
perlindungan terhadap konsumen Lembaga pembiayaan kendaraan bermotor?
kekuatan hukum putusan BPSK terhadap lembaga pembiayaan SMS Finance? (2)
bagaimana pertimbangan majelis dalam memutus perkara sengketa? (3)
Bagaimana kekuatan hukum putusan BPSK?. Metodelogi yang digunakan adalah
yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan studi kepustakaan, serta dianalisis
secara kualitatif terhadap regulasi yang berlaku dan fakta-fakta dalam putusan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan BPSK memiliki kekuatan hukum
yang mengikat sesuai dengan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen. Namun, dalam praktik, pelaku usaha seringkali
mengabaikan putusan tersebut karena tidak adanya sanksi langsung atau
mekanisme eksekusi otomatis. Dalam kasus ini, meskipun putusan dapat
dieksekusi melalui pengadilan negeri, prosesnya memakan waktu dan tenaga
tambahan bagi konsumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kekuatan
hukum putusan BPSK secara normatif kuat, namun implementasinya masih lemah
karena tidak didukung mekanisme eksekusi yang efektif. Saran yang diajukan
yaitu perlu adanya reformulasi regulasi terkait eksekusi putusan BPSK, serta
peningkatan koordinasi antara BPSK dan lembaga peradilan agar putusan BPSK
benar-benar memberikan perlindungan hukum nyata bagi konsumen.

Kata Kunci: Putusan BPSK, Kekuatan Hukum, Eksekusi, Lembaga
Pembiayaan



ABSTRACT

Disputes between consumers and financing institutions frequently occur,
particularly in cases involving the unilateral repossession of vehicles. The
Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) serves as a non-litigation institution
that offers a fast and affordable resolution for consumers. In the case between a
consumer and SMS Finance in Padangsidimpuan, BPSK Medan issued Decision
Number 053/ARB/2018/BPSK.MDN in favor of the consumer. Although the
decision is final and binding, the consumer was still required to file an execution
request to the Padangsidimpuan District Court due to the business actors refusal
to comply voluntarily. This study addresses the following research questions: (1)
What form of protection is provided to consumers of motor vehicle financing
institutions? What is the legal strength of BPSK s decision against SMS Finance?
(2) What were the panels considerations in adjudicating the dispute? (3) How
legally binding is a BPSK decision?. The methodology used is normative
Juridical, with a case study and literature approach, and qualitative analysis of
applicable regulations and case facts. The findings indicate that BPSK decisions
are legally binding under Article 58 of Law Number 8 of 1999 on Consumer
Protection. However, in practice, business actors often disregard such decisions
due to the absence of direct sanctions or automatic enforcement mechanisms. In
this case, while the decision could be enforced through the district court, the
process required additional time and effort from the consumer. The study
concludes that BPSK decisions have strong normative legal force but weak
implementation due to the lack of an effective enforcement mechanism. It is
recommended that regulations regarding the execution of BPSK decisions be
reformulated, and coordination between BPSK and the judiciary be strengthened
to ensure real legal protection for consumers.

Keywords: BPSK Decision, Legal Force, Execution, Financing Institution,
Consumer Protection



KATA PENGANTAR
Assalamu a’laikum Wr. Wb.
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Muhammadarrasulullah” di dunia ini. Beliaulah sebagai panutan bagi kita dalam
meraungi kehidupan yang fana ini.

Segala kemampuan yang peneliti miliki telah tercurah dengan segala
usaha dalam penulisan Tesis ini, akan tetapi sebagai karya manusia biasa maka
menjadi suatu kewajaran jika Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab

itu, peneliti mengharapkan dan akan menerima segala dukungan, kritikan dan
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terima kasih kepada semuanya. Sebagai manusia biasa yang tak luput dari
kekhilafan dan kekurangan, peneliti meminta maaf kepada semua pihak yang ikut
membantu didalam penelitian ini dan peneliti juga tidak lupa memohon ampun
kepada Allah. Semoga Allah SWT menerima amal yang sederhana ini dan
melimpahkan ridho dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Pada kesempatan
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Dr. Lelisari, S.H, M.H, selaku Ketua Tim Pembimbing, yang telah
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